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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

. bahwa pembangunan perekonomian pada era globalisasi

harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga
mampu menghasilkan beraneka barang dan atau jasa yang
memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mendapatkan
kepastian atas barang dan atau jasa yang diperoleh dari
perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian pada pihak
konsumen;

.bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat

konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan,
kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen
untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan
sikap pelaku usaha yang bertanggungjawab;

. bahwa agar tercipta perekonomian yang sehat dan untuk

mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan
konsumen dan pelaku usaha diperlukan adanya suatu
Pengaturan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan
Perlindungan Konsumen;

.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

. Undang-Undang nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi

Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3193);



10.

11.

12.

13.

14.

.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia nomor 3886 );

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5038);

.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor

278 /M-DAG/PER/2/2008 tentang Sumber Daya Manusia
Kemetrologian;

. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor

19/M-DAG/PER/5/2009 tentang Pendaftaran Petunjuk
Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Purna
Jual dalam Bahasa Indonesia bagi Produk Telematika dan
Elektronik;

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor
20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara
Pengawasan Barang dan/atau Jasa;

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor
22/M-DAG/PER/5/2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor
62/M- DAG/PER/12/2009 tentang Kewajiban
Pencantuman Label pada Barang;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
50/M-DAG/PER/10/2009 Tahun 2009 tentang Unit Kerja
dan Pelaksanaan Teknis Metrologi Legal;

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor
62/M-DAG/PER/12/2009 tentang Kewajiban Pencantuman
Lebel;

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17
Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran
2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2015 Nomor 64).



Menetapkan

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

dan
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasall

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan otonom.

. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai

Kartanegara yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur
Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati

Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi yang
selanjutnya disingkat Disperindagkop adalah Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kutai
Kartanegara.

Dinas Kesehatan yang selanjutnya disingkat Dinkes
adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Badan Ketahanan Pangan dan Peyuluhan yang
selanjutnya disingkat Badan Ketahanan Pangan adalah
Badan Ketahanan Pangan dan Peyuluhan Kabupaten
Kutai Kartanegara.

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura yang
selanjutnya disingkat Dispertan adalah Dinas Pertanian
Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kutai
Kartanegara.

. Dinas Perkebunan dan Kehutanan yang selanjutnya

disingkat Disbun adalah Dinas Perkebunan dan
Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disingkat
Disperikan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Kutai Kartanegara.

Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat
Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Kutai Kartanegara.

Bagian Administrasi Perekonomian adalah Bagian
Administrasi Perekonomian Sekretariat Dacrah Kabupaten
Kutai Kartanegara.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Daerah yang membidangi
perhubungan.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat
PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang
menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi
perlindungan kepada konsumen.

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau
jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi
kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun
makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan
usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan
badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau
melakukan kegiatan dalam wilayah Kabupaten Kutai
Kartanegara baik sendiri maupun bersama sama melalui
perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam
berbagai bidang ekonomi.

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak
berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat
dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan yang dapat
untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau
dimanfaatkan oleh konsumen.

Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau
prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk
dimanfaatkan oleh konsumen.

Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebar luasan
informasi suatu barang dan atau jasa untuk menarik
minat pembeli konsumen terhadap barang dan atau jasa
yang akan dan sedang diperdagangkan.

Impor adalah kegiatan memasukan barang ke dalam
daerah pabean.



22. Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan
syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan
terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang
ditnangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian
yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

23. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat
adalah Lembaga non Pemerintah yang terdaftar dan diakui
oleh Pemerintah Daerah yang mempunyai kegiatan
menerima pengaduan dan menangani perlindungan
konsumen di Kabupaten.

24. Metrologi adalah ilmu tentang ukur mengukur secara luas.

25. Metrologi legal adalah metrologi yang mengelolah satuan
satuan ukuran, metoda metoda ukuran dan alat ukur,
yang menyangkut persyaratan teknik yang bertujuan
melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran
pengukuran.

26. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah Badan
non Pemerintah yang Dbertugas menangani dan
menyelesaikan sengketa antara pelaku wusaha dan
konsumen serta berkedudukan di Ibukota Propinsi.

Pasal 2

Perlindungan Konsumen berdasarkan asas :
a. jujur;

b. manfaat;

c. keadilan;

d. keseimbangan;

e. keamanan konsumen;

f. keselamatan konsumen; dan

g. kepastian hukum.

Pasal 3

Maksud dan tujuan diselenggarakannya Perlindungan
Konsumen antara lain untuk :

a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian
konsumen untuk melindungi diri;

b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara
menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang
dan atau jasa;

c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih,
menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;

d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang
mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan
informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;



e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai
pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap
yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;dan

f. meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang
menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan atau
jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan
konsumen.

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Konsumen

Pasal 4

Hak Konsumen meliputi :

a. hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam
mengkonsumsi barang dan atau jasa;

b. hak untuk memilih barang dan atau jasa serta
mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan
nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

a. hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai
kondisi dan jaminan barang dan atau jasa;

b. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang
dan atau jasa yang digunakan,

c. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara
patut;

d.hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan
konsumen;

e. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan
jujur serta tidak diskriminatif;

f. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau
penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima
tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana
mestinya; dan

g. hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 5

Kewajiban Konsumen meliputi :

a. membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur
pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa demi
keamanan dan keselamatan;

b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian
barang dan atau jasa;

c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; dan

d. mengikuti upaya  penyelesaian hukum  sengketa
perlindungan konsumen secara patut.



Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pasal 6

Hak Pelaku Usaha meliputi :
a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan

kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan
atau jasa yang diperdagangkan,

. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan
konsumen yang beritikad tidak baik;

. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam
penyelesaian hukum sengketa konsumen;

. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara
hukum bahwa kerugian konsumen diakibatkan oleh barang
dan atau jasa yang diperdagangkan; dan

. hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 7

Kewajiban Pelaku Usaha meliputi :
a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha;
b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai

kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberi
penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan
jujur serta tidak diskriminatif; ‘

. menjamin barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu
barang dan atau jasa yang berlaku;

. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan
atau mencoba barang dan atau jasa tertentu serta memberi
jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau
yang diperdagangkan;

. memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian atas
kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan
dan atau jasa yang diperdagangkan;

. memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian
apabila barang dan atau jasa yang diterima atau
dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian; dan

h. memberikan kesempatan kepada SKPD kesehatan untuk

menguji atau mengambil contoh produk makanan atau
minuman.



1)

)

(3)

BAB III
PERBUATAN YANG DILARANG BAGI PELAKU USAHA

Pasal 8

Pelaku Usaha dilarang memproduksi dan atau

memperdagangkan barang dan atau jasa yang meliputi :

a. tidak mematuhi atau tidak sesuai dengan standar yang
dipersyaratkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-
undangan,;

b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto
dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang
dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;

c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan
jumlah dalam hitungan menurut sebenarnya;

d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan keistimewaan atau
kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket
atau keterangan barang dan atau jasa tersebut;

e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses
pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu
sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan
barang dan atau jasa tersebut;

f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label,
etiket, keterangan, dan atau promosi penjualan barang
dan atau jasa tersebut;

g. tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka
waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas
barang tersebut;

h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal
sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan
dalam label;

i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang
yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih
atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal
pembuatan/kadaluarsa, akibat sampingan, nama dan
alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk
penggunaan yang menurut ketentuan  harus
dipasang/dibuat; dan

j. tidak mencantumkan informasi dan atau petunjuk

penggunaan barang dalam bahasa Indonesia
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan barang, sediaan
farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan
tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan
benar atas barang dimaksud.

Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang
memperdagangkan barang dan atau jasa tersebut serta
wajib menariknya dari peredaran.



Pasal 9

(1) Pelaku Usaha dilarang menawarkan, mempromosikan,
mengiklankan suatu barang dan atau jasa secara tidak
benar dan atau seolah-olah :

a. barang tersebut telah memenuhi dan atau memiliki
potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu,
gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah
atau guna tertentu;

b. barang tersebut dalam keadaan baik dan atau baru;

c. barang dan atau jasa tersebut telah mendapatkan dan
atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan
tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau
aksesors tertentu;

d. barang dan atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan
yang mempunyai sponsor, persetujuan atau kerja sama;

e. barang dan atau jasa tersebut tersedia;
f. barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;

g. barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang
tertentu;

h. barang tersebut berasal dari daerah tertentu;

i. secara langsung atau tidak langsung merendahkan
barang dan atau jasa lain;

j. menggunakan kata-kata yang berlebihan seperti aman,
tidak berbahaya, tidak mengandung resiko atau efek
sampingan tanpa keterangan yang lengkap; dan

k. menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang
belum pasti.

{2) Barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilarang untuk diperdagangkan dan atau dipromosikan

serta wajib ditarik dari peredaran.

Pasal 10

Pelaku Usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang
ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan,
mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan
yang tidak benar atau menyesatkan yang terdiri atas :

a. harga atau tarif suatu barang dan atau jasa;
b. kegunaan suatu barang dan atau jasa;

c. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas
suatu barang dan atau jasa;

d. tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang
ditawarkan; dan

e. bahaya penggunaan barang dan atau jasa.



Pasal 11

(1) Pelaku Usaha dilarang menawarkan, mempromosikan
atau mengiklankan suatu barang dan atau jasa dengan
harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu,
jika Pelaku Usaha tersebut tidak bermaksud untuk
melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang
ditawarkan, dipromosikan atau diiklankan.

(2) Pelaku Usaha dilarang menawarkan, mempromosikan
atau mengiklankan suatu barang dan atau jasa dengan
cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan
atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak
memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang
dijanjikannya.

Pasal 12

Pelaku Usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang

ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah

melalui cara undian, dilarang untuk :

a. tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu
yang dijanjikan;

b. mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa;

c. memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan;
dan

d. mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah
yang dijanjikan.

Pasal 13

Pelaku Usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa
dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain
yang dapat menimbulkan gangguan fisik maupun kejiwaan
terhadap konsumen.

Pasal 14

Pelaku Usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa
melalui pesanan dilarang untuk tidakmenepati pesanan dan
atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang
dijanjikan serta tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan
atau prestasi.

Pasal 15

(1) Pelaku Usaha periklanan dilarang memproduksi iklan
yang :
a. mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas,

bahan, kegunaan dan harga barang dan tarif jasa serta
ketepatan waktu penerimaan barang dan atau jasa;



()

(1)

b. mengelabui jaminan atau garansi terhadap barang dan
atau jasa;

c. memuat informasi yang keliru, salah satu tidak tepat
mengenai barang dan atau jasa;

d. tidak memuat informasi mengenai resiko pemakaian
barang dan atau jasa;

e. mengeksploitasi kejadian dan atau seseorang tanpa
seizin yang berwenang atau persetujuan yang
bersangkutan; dan

f. melanggar etika atau kepatutan dan atau ketentuan
peraturan perundangundangan mengenai periklanan.

Pelaku Usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran
iklan yang telah melanggar ketentuan scbagaimana
dimaksud pada ayat (1).

BAB IV
KETENTUAN PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU

Pasal 16

Pelaku Usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa
yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat
atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen
dan atau perjanjian apabila :

a. menyatakan pengalihan tanggungjawab Pelaku Usaha;

b. menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak
penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;

c. menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak
penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang
dan atau jasa yang dibeli oleh konsumen;

d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada
Pelaku Usaha baik secara langsung maupun tidak
langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak
yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh
konsumen;

e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan
barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh
konsumen;

f. memberikan hak kepada Pelaku Usaha untuk
mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta
kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;

g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan
yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan atau
pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh Pelaku
Usaha dalamn masa konsumen memanfaatkan barang
dan atau jasa yang dibelinya; dan

h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada
Pelaku Usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak
gadai atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli
oleh konsumen secara angsuran.



(2) Pelaku Usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang
letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca
secara jelas atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

(3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh Pelaku
Usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) dinyatakan batal demi hukum.

(4) Pelaku Usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang
bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan
Konsumen dan Peraturan Daerah ini.

BABV
TANGGUNGJAWAB PELAKU USAHA

Pasal 17

(1) Pelaku Usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi
atas kerusakan, pencemaran dan atau kerugian konsumen
akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang
dihasilkan atau diperdagangkan.

(2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan
atau jasa yang sejenis atau setara nilainya atau perawatan
kesehatan dan atau pemberian santunan yang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

(3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan maksimal dalam
tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

(4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya
tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut
mengenai adanya unsur kesalahan atau kelalaian.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) tidak berlaku apabila Pelaku Usaha dapat
membuktikan bahwa kesalahan atau kelalaian tersebut
merupakan kesalahan konsumen.

Pasal 18

Pelaku Usaha periklanan bertanggungjawab atas iklan yang
diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan
tersebut.

Pasal 19

(1) Importir barang bertanggungjawab sebagai pembuat
barang yang diimpor apabila importasi barang tersebut
tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar
negeri.



(2) Importir jasa bertanggungjawab sebagai penyedia jasa
asing apabila penyediaan jasa asing tersebut tidak
dilakukan oleh agen atau perwakilan penyediaan jasa
asing.

Pasal 20

Pelaku Usaha yang menolak dan atau tidak memberi
tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan
konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1)
sampai dengan ayat (4) dapat digugat melalui Lembaga
Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)
Kabupaten dan atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
(BPKS) Propinsi atau mengajukan ke Badan Peradilan di
tempat kedudukan konsumen.

Pasal 21

(1) Pelaku Usaha yang menjual barang dan atau jasa kepada
Pelaku Usaha lain bertanggungjawab atas tuntutan ganti
rugi dan atau gugatan konsumen apabila :

a. Pelaku Usaha lain menjual kepada konsumen tanpa
melakukan perubahan apapun atas barang dan atau
jasa tersebut; dan

b. Pelaku Usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak
mengetahui adanya perubahan barang dan atau jasa
yang dilakukan oleh Pelaku Usaha atau tidak sesuai
dengan contoh, mutu dan komposisi.

(2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibebaskan dari tanggungjawab atas tuntutan ganti rugi
dan atau gugatan konsumen apabila Pelaku Usaha lain
yang membeli barang dan atau jasa menjual kembali
kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas
barang dan atau jasa tersebut.

Pasal 22

(1) Pelaku Usaha yang memproduksi barang yang
pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu paling
lama 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan
atau fasilitas jual dan wajib memenuhi jaminan atau
garansi sesuai dengan yang diperjanjikan.

(2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertanggungjawab atas tuntutan ganti rugi dan atau
gugatan konsumen apabila Pelaku Usaha tersebut :

a. tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang
dan atau fasilitas perbaikan; dan

b. tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau
garansi yang diperjanjikan.



Pasal 23

Pelaku Usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi
jaminan dan atau garansi yang disepakati dan atau yang
diperjanjikan.

Pasal 24

Pelaku Usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari

tanggungjawab atas kerugian yang diderita konsumen

apabila :

a. barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau
tidak dimaksudkan untuk diedarkan;

b. cacat timbul akibat pada kemudian hari;

c. cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai
kualifikasi barang;

d. kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen; dan/atau

e. lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak
barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang
diperjanjikan.

Pasal 25

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam
gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19,
Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggungjawab
Pelaku Usaha.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 26

(1) Pemerintah bertanggungjawab atas pembinaan
penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin
diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta
dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.

(2) Pembinaan oleh Pemerintah atas penyelenggaraan
perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan oleh Bupati melalui SKPD yang
melaksanakan tugas dan fungsi dibidang Perindustrian,
Perdagangan, Kesehatan.

(3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan
koordinasi atas penyelenggaraan perlindungan konsumen.

(4) Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya
untuk :

a. terciptanya iklim usaha dan timbulnya hubungan yang
sehat antara pelaku usaha dan konsumen;



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

b. memfasilitasi Berkembangnya Lembaga Perlindungan
Konsumen Swadaya Masyarakat;

c. melakukan Peningkatan kesadaran, ketelitian, kepekaan
dan kepedulian terhadap kuantitas dan kualitas produk
yang diperjual belikan; dan

d. meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta
meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di
bidang perlindungan konsumen.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 27

Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan
konsumen serta penerapan ketentuan Peraturan Daerah
diselenggarakan oleh SKPD terkait, Masyarakat dan
Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat,
SKPD yang terkait antara lain :

a. Disperindagkop;

b. Dinkes;

c. Badan Ketahanan Pangan;
d. Dispertan;

e. Disbun;

f. Disperikan;

g. Satpol PP; dan

h. Bagian Perekonomian.

Pengawasan oleh SKPD terkait, Masyarakat dan Lembaga
Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap
barang dan atau jasa yang beredar.

Pengawasan oleh SKPD Penanggungjawab dan SKPD
terkait wajib dilaksanakan secara periodik tanpa harus
menunggu terdapat  kasus atau tidak, dan
dikonsolidasikan menjadi program kerja bersama dan
program kerja masing masing SKPD.

Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ternyata menyimpang dari Peraturan Daerah ini
dan membahayakan konsumen, maka akan diambil
tindakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku.

Hasil pengawasan yang diselenggarakan Masyarakat dan
Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat
dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat
disampaikan kepada SKPD terkait.



BAB VII
LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA
MASYARAKAT

Pasal 28

(1) Pemerintah mengakui Lembaga Perlindungan Konsumen
Swadaya Masyarakat yang memenubhi syarat dan terdaftar.

(2) Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat
memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam
mewujudkan perlindungan konsumen.

(3) Tugas Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya
Masyarakat meliputi kegiatan :

a. menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan
kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian
konsumen dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa;

b. memberikan nasehat kepada konsumen yang
memerlukannya;

c. bekerjasama dengan instansi terkait dalam upaya
mewujudkan perlindungan konsumen;

d. membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya,
termasuk menerima keluhan atau pengaduan
konsumen; dan

e. melakukan pengawasan bersama Pemerintah dan
Masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan
konsumen.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Lembaga
Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan
Peraturan Bupati.

BAB VIII
KEMETROLOGIAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 29

(1) Sebagai salah satu wujud dari perlindungan konsumen
upaya untuk menstandarkan ukuran secara benar.

(2) Mendapatkan ukuran dan takaran yang benar dalam
membeli barang dan jasa merupakan hak masyarakat
umum sebagai konsumen.

(3) Memiliki alat ukur yang benar dan valid yang merupakan
kewajiban bagi pelaku usaha dalam melayani konsumen
mereka.



Bagian Kedua
Pembentukan UPTD Metrologi

Pasal 30

(1) Untuk keperluan seperti yang tersebut dalam Pasal 29,
maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Metrologi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
Koperasi.

(2) Tugas UPT Metrologi melaksanakan pelayanan terulang
terhadap alat-alat ukur, takar, timbang dan
perlengkapannya, ketatausahaan serta  pelayanan
kemetrologian legal lainnya.

(3) Dalam Untuk Pembentukan UPT dimaksud maka
Disperindagkop perlu mempersiapkan sumber daya
manusianya dan peralatan yang dibutuhkan.

(4) Pembentukan UPT ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 31

(1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat Pelaku
Usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan
sengketa konsumen dan Pelaku Usaha atau melalui
peradilan umum.

(2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui
pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan
sukarela para pihak yang bersengketa.

(3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan
tanggungjawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-
undang tentang Perlindungan Konsumen.

(4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa
konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan
hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan
tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak
yang bersengketa.



Pasal 32

(1) Gugatan atas pelanggaran Pelaku Usaha dapat dilakukan
oleh :

a. seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang
bersangkutan;

b. sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan
yang sama,

c. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat
yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum
atau yayasan yang dalam anggaran dasarnya
menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya
organisasi tersebut untuk kepentingan perlindungan
konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai
dengan anggaran dasarnya; dan

d. Pemerintah dan atau SKPD terkait apabila barang dan
atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan
mengakibatkan kerugian materi yang besar dan atau
korban yang tidak sedikit.

(2) Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen,
Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat
atau Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, huruf ¢, dan huruf d diajukan kepada peradilan
umum.

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Pasal 33

Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan
diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai
bentuk dan besarnya ganti rugi dan atau mengenai tindakan
tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau
tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh
konsumen.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan

Pasal 34

Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan
berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang Undangan
dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 29.



BAB X
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 35

(1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan
kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap
pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah

(2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau
keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang
perlindungan konsumen;

b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan
hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang
perlindungan konsumen;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau
badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak
pidana di bidang perlindungan konsumen;

d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan
dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di
bidang perlindungan konsumen;

e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga
terdapat bahan bukti serta melakukan penyitaan
terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan
bukti dalam perkara tindak pidana di bidang
perlindungan konsumen,;

f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan
konsumen.

(3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memberitahukan dimulainya penyidikan dan
menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut
Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik
Indonesia.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

(1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana
yang dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan
Pasal 16 dapat diancam dengan pidana kurungan
paling lama S (lima) bulan atau denda maksimal sebesar
Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terhadap pelanggaran yang
mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau
kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.



BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 19 Januari 2016

Pj. BUPATIKUTAI KARTANEGARA
ttd

H. CHAIRIL ANWAR
Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 20 Januari 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ttd

Ir. H. MARLI, M.Si
NIP 19590206 198802 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 65 TAHUN
2016

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretatiat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bggian Hukum

NIP. 19780608{200212 1 002



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

I. UMUM

Sebagai akibat dari perkembangan perekonomian umumnya dan
perindustrian dan perdagangan pada khususnya, maka Kabupaten Kutai
Kartanegara banyak terdapat penawaran baik barang maupun jasa. Kondisi
yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat karena
kebutuhankonsumen akan barang dan atau jasa diinginkan dapat terpenuhi
serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan
kualitas barang dan atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan
konsumen. Disisi lain hal tersebut mengakibarkan kedudukan konsumen dan
pelaku usaha tidak seimbang, konsumen berada pada pihak yang lemah akan
pelaku usaha tidak jujur dan hanya mencari keuntungan sebesar-besarnya
dan konsumen tidak mengetahui akan haknya.

Oleh karena itu Peraturan Daerah Perlindungan Konsumen akan
menjadi landasan hukum yang kuat bagi konsumen sehingga pelaku usaha
akan memperhatikan kepetingan konsumen.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2

Azas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun
konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam

penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian
hukum.

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas
Huruf b

Cukup jelas
Huruf c

Cukup jelas
Huruf d

Cukup jelas
Huruf e

Cukup jelas



Huruf
Cukup jelas

Huruf g
Hak untuk diberlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta
tidakdiskriminatif berdasarkan suku, agama, - budaya, daerah,
pendidikan, kaya, miskin, dan status sosial lainnya.

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c

Pelaku wusaha dilarang membeda-bedakan konsumen dalam
memberikan pelayanan. Pelaku usaha dilarang membeda-bedakan
mutu pelayanan kepada konsumen.

Huruf d
Cukup jelas
Huruf e

Yang dimaksud dengan barang dan atau jasa tertentu adalah barang
yang dapat diuji atau dicoba tanpa mengakibatkan kerusakan atau
kerugian.

Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Pasal 8
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf ¢
Cukup jelas
Hurufd
Cukup jelas



Huruf e

Cukup jelas
Huruf f

Cukup jelas
Huruf g

Jangka waktu penggunaan/pemanfaatannya yang paling baik
adalahterjemahan dari kata best before yang biasa digunakan dalam
label produk makanan.

Huruf h
Label halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Huruf i
Cukup jelas
Huruf j
Cukup jelas
Ayat (2)
Barang-barang yang dimaksud adalah barang-barang yang tidak

membahayakan konsumen dan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3)
Bupati dan instansi teknis berwenang menarik barang dan atau jasa dari
peredaran.

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)
Larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen
sejajar dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.

Di dalam hukum perdata bahwa perjanjian tersebut dibuat berdasarkan
kesepakatan kedua belah pihak.



Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat {4)

Cukup jelas
Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b

Cacat timbul di kemudian hari adalah tanggal yang mendapat jaminan
dari pelaku usaha sebagaimana diperjanjikan, baik tertulis maupun
lisan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kualifikasi barang adalah ketentuan
standarisasi yang telah ditetapkan Pemerintah berdasarkan
kesepakatan semua pihak.

Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Jangka waktu yang diperjanjikan itu adalah masa garansi.
Pasal 25
Ketentuan ini dimaksudkan untuk menerapkan sistern pembuktian
terbalik.
Pasal 26
Cukup jelas



Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan syarat antara lain terdaftar dan diakui serta
bergerak di Bidang Perlindungan konsumen.

Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas
Pasal 29
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup Jelas
Ayat (3 )

Cukup Jelas
Pasal 30
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup Jelas
Ayat (3)

Cukup Jelas
Ayat (4)

Cukup Jelas
Pasal 31
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Penyelesaian sengketa konsumen ini

tidak menutup kemungkinan

penyelesaian damai oleh pihak yang bersengketa. Pada setiap tahap
diusahakan untuk menggunakan penyelesaian damai oleh kedua belah

pihak yang bersengketa.

Yang dimaksud dengan penyelesaian secara damai adalah penyelesaian
yvang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengkete (pelaku usaha
dan konsumen) tanpa melalui pengadilan atau badan penyelesaian
sengketa konsumen dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.



Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 32
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b

Peraturan Daerah ini mengakui gugatan kelompok atau class action.
Gugatan kelompok atau class action harus diajukan oleh konsumen
yang benar-benar dirugikan dan dapat dibuktikan secara hukum, salah
satu diantaranya adalah adanya bukti transaksi.

Huruf ¢
Cukup jelas
Huruf d

Tolok ukur kerugian materi yang besar dan atau korban yang tidak
sedikit yang dipakai adalah besar dampaknya terhadap konsumen.

Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Pasal 33

Bentuk jaminan yang dimaksud dalam hal ini berupa pernyataan tertulis
yang menerangkan bahwa tidak akan terulang kembali perbuatan yang
telah merugikan konsumen tersebut.

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas
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